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NOTULA 

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang  

Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri 
 

 
A. Dasar 

Undangan Rapat Biro hukum nomor 1382/1.4/HK.00.03/11/2025 tanggal 14 

November 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri. 

 
B. Waktu dan Tempat 

Rapat dilaksanakan hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 08.00 WIB 
sampai dengan selesai di Ruang Rapat Lt. 5, Gedung Cawang Kencana, Jl. 
Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. 

 
C. Agenda 

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan 

Hibah Langsung Dalam Negeri. 

 
D. Peserta 

 
1. Laode Taufik Nuryadin (Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial); 

2. Rizi Umi Utami (Kepala Biro Hukum); 

3. Sri Wahyuni (Perancang Peraturan Perundnag-undangan Ahli Madya 

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial); 

4. Rosida (Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Potensi dan Sumber Daya 

Sosial): 

5. Sancti Rezeki Tanta Karokaro (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial); 

6. Yuwono Wisnu Adi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 

Biro Hukum); 

7. Tria Juniati (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial); 

8. Gayatri Meilinawati (Kepala Subbagagian Tata Usaha Biro Hukum); 

9. Mu’allimah (Penyuluh Sosial Ahli Muda Direktorat Jenderal Pemberdayaan 



Sosial); 

10. Abdul Rozak (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro 

Hukum); 

11. Rani Handayani (Pranata Keuangan APBN Penyelia Biro Hukum); 

12. Ahmad Isnaini Februlki (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Muda Biro Hukum); 

13. Nanda Fajrin Utama (Pekerja Sosial Ahli Muda Direktorat Potensi dan 

Sumber Daya Sosial); 

14. Fika Amelia (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro 

Hukum); 

15. Bonna Widya Andilla (Penyuluh Sosial Ahli Pertama Direktorat Potensi dan 

Sumber Daya Sosial); 

16. Yati Nurhayati (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 

Rehsos Anak); 

17. Arif Rahman Taufik (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Pertama Biro Hukum); 

18. A. Muh. Agil Mahasin (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Pertama Biro Hukum); 

19. Bayu Rahardian Firdausya (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Pertama Kementerian Hukum); 

20. Yoga Maulana Ibrahim (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Pertama Biro Hukum); 

21. Anita Wahyu Rakasiwi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Pertama Biro Hukum); 

22. Sharon Novita Dewi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Pertama Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Biro Hukum); 

23. Risky Banu Saputro (Pekerja Sosial Ahli Pertama Direktorat Potensi dan 

Sumber Daya Sosial); 

24. Royani (Pengelolah Data Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial); 

25. Ranti Fitriilmi Efendi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 

Pertama Kementerian Hukum); 

26. Rita Teresia (Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian 

Hukum); 

27. Indri Nugrahaeny (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 



Biro Hukum); 

28. Dini Nuraeni (Pranata Keuangan APBN Terampil Biro Hukum); 

29. Heru Kusumagraha (Penyuluh Hukum Ahli Pertama Biro Hukum); 

30. Yoga Laksono (Penata Layanan Operasional Biro Umum). 

 
E. Pelaksanaan Rapat 

I. Pembukaan 

Rapat dibuka oleh bapak M.Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi 

Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum. Menjelaskan 

tujuan rapat adalah harmonisasi untuk pembulatan dan pemantapan 

konsepsi Rancangan Permensos tentang pengelolaan hibah langsung 

dalam negeri (HLDN). Forum ini merupakan respon konkret dan positif dari 

Kementerian Hukum atas pengelolaan hibah tersebut. 

 

II. Pembahasan 

 

Pak M.Waliyadin  

(Dir.harmonisasi 
Kemenkum) 

: Latar belakang dibuatnya permensos ini adalah karena 
kemensos adalah salah satu kementerian yang sering 
menerima hibah barang dan uang serta pertanggung 
jawaban hibah ini memerlukan pengaturan yang 
spesifik maksudnya memberikan pedoman secara 
teknis tujuannya untuk memastikan bantuan tepat 
sasaran. 

Pak Irfan 

(Kemenkum) 

: Rancangan Permensos ini berkaitan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) nomor 99 tahun 2017 tentang 
Administrasi Pengelolaan Hibah. 

Bu Rizi  

(Biro Hukum 
Kemensos) 

: Terkait rancangan permensos HLDN ini, dulu 
merupakan satu kesatuan dengan permensos nomor 4 
tahun 2021 tentang undian gratis berhadiah, dalam 
permensos tersebut cukup banyak pasalnya karena 
merupakan simplifikasi ada 116 pasal. Dalam 
permensos ini ada 2 besarannya yang pertama terkait 
dengan perizinan undian gratis berhadiah yang kedua 
terkait pemanfaat dari dana/hibah dalam bentuk barang 
atau uang tentang mekanismenya. Sasarannya juga 
berbeda untuk perizinan ugb sasarannya 
penyelenggara ugb mungkin beberapa perusahaan 
ataupun pihak pihak lain yang akan menyelenggarakan 
ugb yang dpt dijamin dan dipertanggung jawabkan 
secara legalitas. Yang kedua untuk sasaran dari 
penerima manfaat hibah langsung dalam negeri baik 
barang maupun uang ini berbeda yaitu masyarakat 
secara umum, initinya untuk pelaksanaan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum 
diakomodir oleh APBN. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut di evaluasi dan disepakati untuk dilakukan 
pemisahan perizinan sendiri dan pemanfaatan sendiri. 



Ibu Rosida 

(direktorat potensi 
dan sumber daya 
sosial) 

 

: Sebelum permensos 4 tahun 2021 namanya 
UKS(usaha kesejahteraan sosial) dimana dana 
tersebut digunakan untuk penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dana itu besarannya 10% dari total 
hadiah dalam setiap pelaksanaan kegiatan undian yang 
akan diserahkan ke Kemensos sebagai dana UKS. 
Untuk hadiah tidak tertebak (HTT) atau hadiah tidak 
diambil pemenang (HTDP) besaran yang bisa 
dikonversikan dalam bentuk uang minimal 70%. 

Pak Laode 

(Direktur potensi 
dan sumber daya 
sosial) 

: Berdasarkan pemisahan permensos ini perlu ada 
beberapa hal yang harus disesusaikan kembali terkait  
dengan akuntabilitas dan transparansi, tertib 
administrasi hukum, optimalisasi pemanfaatan dan 
pengendalian resiko menjadi prinsip prinsip 
pengelolaan hibah dalam negeri. 

Pak Rozak 

(Kemensos) 

: Awal mulanya itu permensos 4 tahun 2021 yang 
membuat 2 unsur tadi, sebagian telah dipecah isinya 
dan di dalam permensos 3 tahun 2024 tentang 
penyelenggaraan undian berhadiah. Nah di dalam 
permensos ini mengatur tentang hibah langsung dalam 
negeri. Jadi, setelah permensos ini disahkan 
peremensos nomor 4 tahun 2021 akan dicabut. 

Pak Irfan 

(Kemenkum) 

: Apakah istilah hibah ini sudah digunakan sebelumnya 
untuk terminologi yang baku atau instrumen? 

Pak Laode 

(Direktur potensi 
dan sumber daya 
sosial) 

: Ini berpatokan dalam PMK nomor 99 tahun 2017 
tentang hibah. Didalam situ di sebutkan hibah langsung 
dalam bentuk uang dari dalam negeri. 

Ibu Tria 

(Dayasos) 

: Kita mengelompokkan HTT dna HTDP agar menjadi 
jelas makanya kita memasukkan nya menjadi Hibah 
Langsung Dalam Negeri (HLDN). Bukan kita membatasi 
ruang geraknya tapi justru ini memudahkan kita untuk 
melakukan pertanggung jawaban karena ini 
mengamankan adminstrasi yang jumlahnya banyak. 

 : Dalam Rancangan permensos ini sumbangan 
masyarakat juga masuk. 

Pak Bayu 

(Kemenkum) 

: Di dalam permensos 3 tahun 2024 HTT dititipkan di 
dinsos setempat. Kalau sudah diatur di dalam 
permenson 3/2024 sebaiknya tidak usah diatur lagi 
dalam rancangan permensos ini. 

 : Tidak ada kolerasi bansos dengan resiko sosial di 
dalam batang tubuh? 

Ibu Tria 

(Dayasos) 

: Memang tidak dsiebutkan dalam batang tubuh resiko 
sosial akan teetapi sasaran yang menerima bantuan 
sosial yaitu yang mengalami resiko sosial. Krn tidak bisa 
kita uraikan satu persatu jadi kita bunyikan secara 
langsung. 

Pak Irfan : Pasal 12 ayat 2 mengenai kondisi tertentu untuk point d 
itu merujuk pada subjek dan point merujuk pada biaya? 



(Kemenkum) 

Pak Rozak 

(kemensos) 

 Kondisi tertentu coba kita kaitkan dengan permensos 
DTSEN, memang d dan e itu titik tekannya tanpa 
permohonan dahulu. Jadi bisa langsung arahanatau 
kebijakan dari presiden dan wakil presiden atau pihak 
terkait yang berwenang. 

Pak Irfan 

(kememkum) 

: Untuk konsistensi saja sebenarnya permensos ini 
mengatur terkait BMN pemilihan kata nya itu 
pemanfaatan, pengelolaan atau penatausahaan, atau 
jika tidak mau terikat dengan kata kata itu kita tidak usah 
gunakan? 

Bu Rizi 

(Biro Hukum 
Kemensos) 

: Yang lebih paham pemilihan katanya sebenarnya biro 
umum yang terkait BMN, nanti kita diskusikan lagi 
secara internal mengenai ini tapi untuk saat ini tidak 
usah menggunakan kata kata tersebut. Untuk judul juga 
secara umum saja menjadi Hibah Langsung Dalam 
Negeri Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

Pak Agil 

(Kemesnos) 

: Remainder dalam Rancangan Perpres ini kata UGB 
diganti dengan HLDN. 

Pak Irfan 

(Kemenkum) 

: Baik rapat ditutup, dan akan memeberikan waktu untuk 
diskusi secara internal terkait hal hal diatas, dan apabila 
sudah ada hasilnya untuk segara melaporkan pada 
pihak kami.  

Wassalamualaikum. Wr. Wb..... 

 

 
III. Simpulan 

Rapat harmonisasi rancangan peraturan menteri sosial tentang pengelolaan 

hibah langsung dalam negeri telah menyepakati sejumlah penyempurnaan 

substansi. Rapat juga menyetujui penyesuaian redaksi dan harmonisasi 

istilah agar peraturan lebih jelas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku. 

Akan ada pembahasan internal terkait konsistensi dengan biro umum, dan 

melaporkan hasilnya kepada tim harmonisasi kementerian hukum. Dengan 

kesepakatan tersebut, rancangan peraturan dapat dilanjutkan ke tahap 

finalisasi setelah dilakukan perbaikan sesuai masukan rapat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dibuat di Jakarta  

Pada tanggal 18 Oktober 2025 

 

 

ttd 

 

Indri Nugrahaeny 

NIP : 199405052025062002 

 

 
Mengetahui, 
Ketua Kelompok kerja 
 
 

ttd 

 

Yuwono Wisnu A



LAMPIRAN 

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan: 
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RANCANGAN 
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENGELOLAAN  HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI  

ALT :  
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI  

PENYELENGGARAAN KESEJARAHTERAAN SOSIAL 

 
catatan :untuk didiskusikan secara internal oleh pemrakarsa terkait 
pengelolaan, pemanfaatan dan/atau penatausahaan HLDN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan hibah 
langsung dalam negeri yang transparan dan akuntabel, 

perlu mengatur pengelolaan hibah langsung dalam negeri; 
b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2021 

tentang Undian Gratis Berhadiah yang mengatur 

mengenai pengelolaan hibah langsung dalam negeri atas 
hasil pengumpulan sumbangan masyarakat dari 
penyelenggaraan undian gratis berhadiah, sudah tidak 

sesuai dengan kondisi saat ini; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Sosial tentang Pengelolaan  Hibah Langsung 
Dalam Negeri; 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 623); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

 

http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu011.doc
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45); 
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 358); 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 785); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN 
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Hibah Langsung Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat 
HLDN adalah hibah uang atau barang dari masyarakat 
yang diterima secara langsung oleh Kementerian Sosial 

dan diperuntukan bagi kepentingan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. 

Alternatif: 
Hibah Langsung Dalam Negeri Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut HLDN 

adalah hibah langsung dalam negeri yang diterima oleh 
Kementerian Sosial dan diperuntukan bagi kepentingan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
disepakati171125 

2. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB 

adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah 
yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan 
digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang 

penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi 
atau cara lain. 

3. Penyelenggara UGB adalah organisasi yang mendapatkan 
izin menyelenggarakan UGB sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Hadiah Tidak Tertebak yang selanjutnya disingkat HTT 
adalah hadiah yang disediakan penyelenggara UGB tetapi 

tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya. 
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5. Hadiah Tidak Diambil Pemenang yang selanjutnya 
disingkat HTDP adalah hadiah yang disediakan 

penyelenggara UGB dan telah tertebak atau ada 
pemenangnya tetapi tidak diklaim hadiahnya setelah 
dalam jangka waktu tertentu dan/atau tidak bisa diklaim 

hadiahnya karena tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, 
atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau 
masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap risiko sosial. 
7. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 

krisis politik, fenomena alam, dan bencana  yang jika 
tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk 
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 
LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial 
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sosial. 

 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan 

pengelolaan HLDN secara transparan dan akuntabel.  
 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan HLDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut Mengenai pengelolaan HLDN 
melalui sistem dalam jaringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang 

membidangi penyelenggaraan UGB. 
  

BAB II 

SUMBER HLDN 
 

Pasal 4 
(1) HLDN merupakan sumbangan langsung dari Penyelenggara 

UGB dan/atau masyarakat melalui Kementerian Sosial. 

(2) HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 
dalam bentuk: 

a. uang; dan 
b. barang. 
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(3) HLDN dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2)  huruf a bersumber dari: 

a. pembayaran hibah langsung dalam negeri HLDN 
dalam bentuk uang dari Penyelenggara UGB; 

b. HTT dan/atau HTDP dalam bentuk uang dan/atau 

HTT dan/atau HTDP yang dikonversi dalam bentuk 
uang; dan 

c. sumbangan masyarakat.  
(4) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b bersumber dari: 

a. HTT dan/atau HTDP dalam bentuk barang; dan 
b. sumbangan masyarakat.  

disepakati171125 

Pasal 5 
(1) Penerimaan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan 
dengan cara melakukan transfer ke rekening hibah atas 
nama Kementerian Sosial.  

(2) Penerimaan HLDN dalam bentuk barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan cara menyerahkan langsung ke Kementerian 

Sosial dan/atau melalui dinas sosial.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan 

sumber HLDN ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang 
membidangi penyelenggaraan UGB. 
alt : 

(1) Penerimaan HLDN dalam bentuk uang dan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

catatan: ketentuan pasal 4 cukup mengacu pada Permen 
No. 3 Tahun 2024 (Pasal 32- Pasal 36) dan PMK No. 99 
Tahun 2017 tentang Hibah. 

disepakati171125 
 

BAB III 
PEMANFAATAN HLDN BENTUK UANG 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 6 

(1) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang harus 

melaksanakan dilaksanakan melalui register dan 
pengesahan. 

(2) Register dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan 

register dan pengesahan. 
disepakati171125  

Pasal 7  

(1) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat 

dipergunakan untuk: 
a. Bantuan Sosial; dan 
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b. biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial. 
(2) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan secara selektif dengan 
tetap memprioritaskan penggunaan anggaran yang 
tersedia dalam APBN. 

 
 

Pasal 8 
(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf a meliputi bantuan: 

a. permakanan; 
b. pakaian; 
c. biaya pemenuhan kebutuhan kelangsungan hidup; 

d. pelayanan kesehatan dan pengobatan; 
e. pelayanan dan biaya pendidikan; 

f. pembangunan/perbaikan rumah; 
g. pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana  

lingkungan masyarakat; dan/atau 

h. santunan kematian.  
(2) Selain Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada             

ayat (1) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang 

membidangi penyelenggaraan UGB. 
alt: 

Selain Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada             
ayat (1), pemanfaatan HLDN dapat digunakan untuk 
Bantuan Sosial lain yang ditetapkan oleh pejabat tinggi 

madya yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB. 
disepakati171125 

 
Pasal 9  

(1) Biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7 ayat (1) huruf b 
meliputi biaya: 
a. transportasi;  

b. pengiriman;  
c. sewa peralatan; dan/atau 

d. sewa tempat. 
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
disepakati171125 

Pasal 10  
Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  7 dilaksanakan dengan tahapan: 

a. permohonan bantuan; 
b. penelaahan permohonan bantuan; 

c. persetujuan permohonan bantuan; 
d. penyaluran bantuan; dan 
e. pelaporan penerimaan bantuan. 

disepakati171125 
Bagian Kedua 

Permohonan Bantuan 

 
Pasal 11  

(1) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 huruf a diajukan oleh: 
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a. perseorangan; 
b. keluarga; 

c. kelompok; 
d. masyarakat; 
e. LKS terakreditasi; 

f. unit kerja pada Kementerian Sosial;  
g. dinas sosial; dan/atau  

h. kementerian/lembaga. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan kepada Menteri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata 
cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya 

yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan 
HLDN UGB. 

disepakati171125 
Pasal 12 

(1) Dalam hal kondisi tertentu, Menteri dapat memerintahkan 

kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan 
Kementerian Sosial untuk memberikan Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya 

operasional pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dengan pembiayaan bersumber 

dari dana HLDN tanpa didahului permohonan bantuan. 
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. situasi kedaruratan bencana; 
b. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan 

dalam kondisi tidak tertangani;  
c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau 

dalam kondisi kedaruratan; 

d. penerima manfaat program pemberdayaan sosial; 
dan/atau 

e. ketidaktersediaan anggaran biaya operasional 

pelaksanaan Bantuan Sosial; dan/atau 
f. sesuai dengan kebijakan pemerintah dan/atau 

arahan Presiden/Wakil Presiden. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian 

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang 
membidangi penyelenggaraan HLDN UGB. 

disepakati171125 
 
catatan: konsistensi penggunaan frasa pejabat pimpinan tinggi 

Bagian Ketiga 
Penelaahan Permohonan Bantuan 

 

Pasal 13  
Penelaahan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan ketentuan: 
a. Menteri memerintahkan pejabat pimpinan tinggi madya 

yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB untuk 

memproses permohonan bantuan; 
b. pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan 

HLDN UGB menyampaikan kepada  pejabat pimpinan 
tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
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memerintahkan  kepala satuan kerja di lingkup unit kerja 
eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 

melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen atas 
permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 dan perintah memberikan bantuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12;  
c. kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b 

melaporkan hasil verifikasi, validasi, dan asesmen kepada 
pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya 
untuk disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi 

madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk 
selanjutnya disampaikan kepada tim pertimbangan HLDN 
untuk dilakukan penilaian; 

d. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan 
melalui: 

1. penilaian kesesuaian hasil verifikasi, validasi, dan 
asesmen atas permohonan bantuan dan perintah 
memberikan bantuan; 

2. penilaian atas kelengkapan dokumen usulan; 
3. penilaian atas ketepatan penerima bantuan; dan 
4. penilaian atas kesesuaian harga bantuan yang 

diusulkan, 
e. tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c menyampaikan hasil penilaian dilampiri 
hasil verifikasi, validasi, dan asesmen dari satuan kerja 
unit kerja eselon I dan dokumen pendukung kepada 

pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan 
UGB untuk diteruskan kepada aparat pengawas intern 

pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial untuk 
dilakukan reviu; 

f. reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan secara 

terbatas bahwa proses permohonan dan penelaahan 
usulan pemanfaatan dana HLDN telah sesuai dengan 
ketentuan; 

g. hasil reviu yang dilakukan oleh aparat pengawas intern 
pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial 

disampaikan kepada pejabat tinggi madya yang 
membidangi penyelenggaraan UGB; 

h. berdasarkan hasil penilaian tim pertimbangan dan/atau 

hasil reviu aparat pengawas intern pemerintah di 
lingkungan Kementerian Sosial, pejabat tinggi madya yang 

membidangi penyelenggaraan UGB menyusun lembar 
pertimbangan persetujuan penggunaan dana HLDN untuk 
selanjutnya disampaikan kepada Menteri  untuk 

mendapatkan persetujuan; 
i. dalam hal masih terdapat catatan hasil penilaian 

dan/atau hasil reviu terhadap dokumen permohonan, 

pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan 
UGB menyampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 
j. pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya 

menyampaikan kepada satuan kerja unit kerja eselon I 

yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen 
permohonan bantuan agar melakukan perbaikan sesuai 

dengan catatan yang diberikan; 
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k. perbaikan dokumen permohonan diberikan batas waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak catatan 

hasil penilaian dan/atau hasil reviu diterima oleh satuan 
kerja di lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan 
tugas dan fungsinya yang melaksanakan verifikasi, 

validasi, dan asesmen permohonan bantuan; 
l. dalam hal perbaikan dokumen permohonan melewati 

batas waktu 14 (empat belas) hari kalender maka 
perbaikan dokumen tidak dapat diterima dan melakukan 
proses permohonan awal; 

m. hasil perbaikan yang dilakukan oleh satuan kerja di 
lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan tugas dan 
fungsi disampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai 

dengan tugas dan fungsinya untuk diteruskan kepada 
pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan 

HDLN UGB untuk dilakukan validasi; dan 
n. dalam hal perbaikan tidak dapat dilakukan oleh satuan 

kerja di lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan 

tugas dan fungsinya yang melaksanakan verifikasi, 
validasi, dan asesmen permohonan bantuan, pejabat 
tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan HDLN 

UGB menyampaikan surat kepada pemohon mengenai 
permohonan tidak dapat ditindaklanjuti.  

 
Bagian Keempat 

Persetujuan Permohonan Bantuan 

 
Pasal 14 

(1) Persetujuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf c merupakan kewenangan Menteri. 

(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat memberikan persetujuan atau penolakan 
permohonan bantuan penggunaan HLDN. 

(3) Apabila Dalam hal Menteri memberikan persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 
memerintahkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya 

yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB untuk 
memerintahkan satuan kerja yang membidangi 
penyelenggaraan HLDN UGB menerbitkan dan 

menyerahkan cek HLDN dan berita acara serah terima 
bantuan HLDN kepada kepala satuan kerja pada unit kerja 

eselon I yang melaksanakan asesmen permohonan 
bantuan atau yang mendapatkan perintah memberikan 
bantuan. 

(4) Apabila dalam hal Menteri memberikan penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 
memerintahkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya 

yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB untuk 
menyampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya 

sesuai dengan tugas dan fungsinya mengenai permohonan 
yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri.  

(5) Pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan 
informasi mengenai permohonan yang tidak mendapatkan 

persetujuan dari Menteri kepada pemohon bantuan. 
disepakati171125 
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Bagian Kelima 
Penyaluran Bantuan 

 
Pasal 15 

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf d dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan HLDN 

UGB menerbitkan cek HLDN dan berita acara serah terima 
bantuan HLDN; 

b. cek HLDN dan berita acara serah terima bantuan HLDN 

diserahkan kepada kepala satuan kerja pada unit kerja 
eselon I yang melaksanakan asesmen permohonan 
bantuan atau yang mendapatkan perintah memberikan 

bantuan untuk disampaikan kepada pemohon bantuan; 
dan 

c. setelah menerima cek HLDN dan berita acara serah terima 
bantuan HLDN, pemohon bantuan harus mencairkan cek 
HLDN dan membelanjakan sesuai dengan permohonan 

dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh 
Menteri. 

disepakati171125 
Pasal 16 

(1) Satuan kerja yang memberikan cek HLDN kepada 

pemohon bantuan melaksanakan monitoring pelaksanaan 
penggunaan HLDN oleh pemohon bantuan. 

(2) Satuan kerja yang memberikan cek HLDN kepada 

pemohon bantuan melaksanakan evaluasi terhadap hasil 
pemanfaatan bantuan yang bersumber dari HLDN. 
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Bagian Keenam 
Pelaporan Penerimaan Bantuan 

 
Pasal 17 

(1) Pelaporan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan oleh pemohon 
bantuan. 

(2) Pemohon bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban 
penggunaan HLDN dengan batas waktu :  

a. bantuan HLDN yang tidak termasuk kriteria 
pembangunan konstruksi atau melalui proses 
produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 

setelah cek HLDN dicairkan dan diserahkan kepada 
penerima bantuan; dan 

b. bantuan HLDN yang termasuk kriteria pembangunan 
konstruksi atau melalui proses produksi paling 
lambat 180 (seratus delapan puluh) 270 (dua ratus 

tujuh puluh) hari kalender setelah HLDN dicairkan 
dan diserahkan kepada penerima bantuan. 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kalender dengan didahului pengajuan surat 

pemberitahuan perpanjangan waktu laporan dengan 
disertai alasan keterlambatan penyampaian laporan 
kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan 

HLDN UGB. 
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari kalender dengan didahului pengajuan surat 
pemberitahuan perpanjangan waktu laporan dengan 

disertai alasan keterlambatan penyampaian laporan 
kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan 
HLDN UGB. 

(5) format dokumen pertanggungjawaban penggunaan HLDN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan 

ditetapkan dengan oleh keputusan pejabat pimpinan 
tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan HLDN 
UGB. 

disepakati171125 
catatan: konsistensi penyelenggaraan HLDN UGB 

 
Pasal 18 

(1) Pemohon bantuan menyampaikan dokumen 

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 17 kepada satuan kerja yang memberikan cek HLDN 
kepada pemohon bantuan. 

(2) Satuan kerja yang menerima dokumen 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada                

ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi kebenaran 
dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan 
permohonan dan rencana anggaran biaya yang telah 

disetujui Menteri. 
(3) Apabila dokumen pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan permohonan 
dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui Menteri 
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atau kurang dari total bantuan yang diberikan, sehingga 
terjadi selisih kelebihan bantuan  HLDN yang digunakan, 

maka satuan kerja yang menerima dokumen 
pertanggungjawaban meminta pengembalian selisih 
kelebihan bantuan  HLDN kepada pemohon bantuan. 

(4) Pengembalian selisih kelebihan bantuan HLDN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 

pemohon bantuan melalui satuan kerja yang menerima 
dokumen pertanggungjawaban. 

(5) Satuan kerja yang menerima dokumen 

pertanggungjawaban menginformasikan kepada satuan 
kerja yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB 
untuk: 

a. mengajukan penerbitan e-Billing pengembalian ke 
Kas Negara untuk bantuan HLDN yang telah 

dilakukan pengesahan oleh Kementerian Keuangan; 
atau 

b. memberikan nomor rekening HLDN untuk 

pengembalian selisih kelebihan bantuan HLDN yang 
belum dilakukan pengesahan oleh Kementerian 

Keuangan. 
(6) Dalam hal cek tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal  

15 tidak dapat dicairkan oleh penerima bantuan karena 

telah melewati batas waktu, satuan kerja yang 
memberikan cek HLDN harus menyampaikan kepada 

satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB 
mengenai pembatalan pemberian bantuan atau 
permohonan ulang penerbitan cek HLDN. 

(7) Permohonan ulang penerbitan cek HLDN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis 
kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan 

HLDN UGB dengan dilampirkan cek HLDN yang telah 
melewati batas waktu. 

disepakati171125 
BAB IV 

TIM PERTIMBANGAN HLDN 

 
Pasal 19 

(1) Dalam pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang dibentuk 

tim pertimbangan HLDN. 
(2) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya 
yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB. 

(3) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas unsur: 
a. kementerian/lembaga; 

b. satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial; 
c. akademisi; dan/atau 
d. praktisi.  

(4) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat melibatkan unsur lain untuk menunjang 
tugas tim pertimbangan HLDN. 

(5) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki tugas: 

a. menilai kesesuaian hasil verifikasi, validasi, dan 
asesmen atas permohonan bantuan; 
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b. menilai kelengkapan dokumen; 
c. menilai ketepatan calon penerima bantuan; 

d. menilai kesesuaian harga bantuan yang diusulkan; 
dan 

e. memberikan rekomendasi kelayakan.  

disepakati171125 
BAB V 

PEMANFAATAN HLDN DALAM BENTUK BARANG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 20 

(1) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penerimaan HTT 
dan/atau HTDP yang disampaikan oleh Penyelenggara 

HLDN UGB kepada: 
a. Kementerian Sosial; dan/atau 
b. dinas sosial.  

(2) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan BMN barang persediaan. 

(3) Barang persediaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri dari: 
a. kendaraan bermotor; 

b. peralatan elektronik; 
c. peralatan komunikasi; 
d. peralatan olahraga; 

e. peralatan kesehatan;  
f. voucer belanja; 
g. makanan dan minuman; dan 

h. barang lainnya baik yang memiliki masa kedaluwarsa 
maupun yang tidak memiliki masa kedaluwarsa. 

(4) Dalam hal persediaan yang memiliki kedaluwarsa dapat 
disalurkan pada saat proses register dan pengesahan di 
Kementerian Keuangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran 
barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat 
pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan 
HLDN UGB. 

disepakati171125 
Pasal 21 

Penatausahaan Pengelolaan HLDN dalam bentuk barang 

dilakukan dengan tahapan: 
a. pemeriksaan dan penerimaan; 

b. pengusulan register dan pengesahan; 
c. penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan; 
d. permohonan barang HTT dan/atau HTDP; 

e. persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP; 
f. pendistribusian dan lelang; dan 

g. penghapusan. 
disepakati171125 
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Bagian Kedua 
Pemeriksaan dan Penerimaan 

 
Pasal 22 

(1) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 huruf a dilakukan terhadap barang HTT 
dan/atau HTDP yang akan diserahkan kepada pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 
penyelenggaraan HLDN UGB dan/atau pejabat yang 
membidangi HLDN UGB pada dinas sosial. 

(2) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: 
a. nama dan jumlah barang; 

b. kualitas barang; 
c. spesifikasi barang; dan  

d. kondisi barang. 
(3) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus sesuai dengan keputusan tentang 

pemberian izin penyelenggaraan HLDN UGB dan laporan 
penyelenggaraan HLDN UGB. 

(4) Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat 
pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

penyelenggaraan HLDN UGB dan/atau pejabat yang 
membidangi HLDN UGB pada dinas sosial menolak barang 
yang diserahkan dan meminta kepada Penyelenggara 

HLDN UGB untuk menyerahkan HTT dan/atau HTDP 
sesuai dengan  keputusan tentang pemberian izin 

penyelenggaraan HLDN UGB dan laporan 
penyelenggaraan HLDN UGB. 

(5) Dalam hal barang yang diperiksa telah sesuai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat 
pimpinan tinggi pratama yang membidangi 
penyelenggaraan HLDN UGB dan/atau pejabat yang 

membidangi HLDN UGB di dinas sosial  menerima barang 
HTT dan/atau HTDP dari Penyelenggara HLDN UGB 

disertai dengan berita acara serah terima barang dan surat 
perjanjian hibah. 

 

Bagian Ketiga 
Pengusulan Register dan Pengesahan 

 
Pasal 23 

(1) Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh 

Kementerian Sosial melalui pejabat pimpinan tinggi 
pratama yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB 
dilakukan register dan pengesahan ke Kementerian 

Keuangan. 
(2) Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh pejabat 

yang membidangi HLDN UGB di dinas sosial 
menyampaikan laporan penerimaan barang HTT dan/atau 
HTDP dan mengajukan permohonan untuk register 

kepada pejabat tinggi pratama yang membidangi 
penyelenggaraan HLDN UGB untuk selanjutnya diproses 

register dan pengesahan ke Kementerian Keuangan. 
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(3) Barang yang sudah teregister dan mendapatkan 
pengesahan dicatat dalam buku barang dan aplikasi 

persediaan.  
alt:  

(1) Penatausahaan HLDN dalam bentuk barang harus 

dilaksanakan dalam register dan pengesahan.  
(2)   Register dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan 
register dan pengesahan. 

    
Pasal 24 

Pengusulan register dan pengesahan barang HTT dan/atau 

HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22  dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Bagian Keempat 

Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan 

 
Pasal 25  

Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh pejabat tinggi 

pratama yang membidangi penyelenggaraan HLDN UGB 
dan/atau pejabat yang membidangi HLDN UGB di dinas sosial 

untuk disimpan, diamankan, dan dipelihara di tempat 
penyimpanan barang HTT dan/atau HTDP yang memadai. 

 

Bagian Kelima 
Permohonan Barang HTT dan/atau HTDP 

 
Pasal 26 

(1) Permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat diajukan oleh: 
a. perseorangan; 
b. keluarga; 

c. kelompok; 
d. LKS terakreditasi; 

e. satuan kerja pada Kementerian Sosial;  
f. dinas sosial;  dan/atau  
g. kementerian/lembaga.  

(2) Permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri. 

 
Pasal 27 

Menteri dapat memerintahkan kepada pejabat pimpinan tinggi 

madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk 
memberikan barang HTT dan/atau HTDP kepada penerima 
manfaat dan/atau digunakan untuk operasional pada satuan 

kerja di lingkungan Kementerian Sosial. 
 

Pasal 28 
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pengajuan serta mekanisme pemberian barang HTT dan/atau 

HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 
ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang 

membidangi penyelenggaraan UGB. 
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Bagian Keenam 
Persetujuan Permohonan Barang HTT dan/atau HTDP 

 
Pasal 29 

(1) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e 
merupakan kewenangan Menteri.  

(2) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan 
penilaian dari tim pertimbangan HLDN. 

(3) Penilaian dari tim pertimbangan HLDN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap 
permohonan yang diajukan. 

(4) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

terhadap barang HTT dan/atau HTDP yang berada di: 
a. Kementerian Sosial; atau 
b. dinas sosial. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan 
permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan 

tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB. 
 

Bagian Ketujuh  
Pendistribusian dan Lelang 

 

Pasal 30 
Pendistribusian barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 huruf f berdasarkan persetujuan 
Menteri. 

 

Pasal 31 
(1) Pendistribusian barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh unit kerja 

eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB.   
(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan cara menyerahkan barang HTT 
dan/atau HTDP kepada penerima barang HTT dan/atau 
HTDP dan/atau diserahkan melalui satuan kerja 

pemohon. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan 
UGB. 

 
Pasal 32 

(1) Barang HTT/HTDP yang tidak dijadikan Bantuan Sosial 

dapat dilakukan penjualan dengan cara mekanisme 
lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan 

pajak. 
(3) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan di Kementerian Sosial yang belum dianggarkan 
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melalui APBN. 
(4) Dalam menggunakan hasil lelang barang HTT/HTDP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan 
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang keuangan.  

(5) Ketentuan mengenai penggunaan hasil lelang barang 
HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi 
penyelenggaraan UGB. 

 

Bagian Ketujuh  
Penghapusan  

 

Pasal 33  
Penghapusan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 34 
(1) Penerima bantuan HLDN yang tidak memanfaatkan 

bantuan yang diterima sesuai dengan permohonan 
dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 
a. teguran tertulis; 

b. penundaan dan penghentian pemberian bantuan; 
dan/atau 

c. permohonan bantuan pada tahap berikutnya tidak 

diproses. 
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan 

tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. 

(4) Penundaan dan penghentian pemberian bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
apabila teguran pertama sampai dengan teguran ketiga 

tidak dipenuhi. 
(5) Permohonan bantuan pada tahap berikutnya tidak 

diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilakukan sampai penerima bantuan menyampaikan 
laporan atas penggunaan bantuan. 

 
BAB VII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 35 

(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melaksanakan 
pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan HLDN sesuai 
dengan kewenangannya. 

(2) Satuan kerja yang  melaksanakan verifikasi, validasi, dan 
asesmen atas permohonan bantuan wajib melaksanakan 

pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan HLDN. 
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan bantuan, 
kesesuaian penerima manfaat, dan kesesuaian kebutuhan 

bantuan. 
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan 

kebutuhan. 
 

Pasal 36 
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan 

evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan HLDN sesuai 

dengan kewenangannya. 
(2) Satuan kerja yang  melaksanakan verifikasi, validasi, dan 

asesmen atas permohonan bantuan wajib melaksanakan 

evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan HLDN. 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan 
bantuan HLDN. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan pada saat proses dan/atau akhir 
pelaksanaan pemanfaatan bantuan HLDN. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 37 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis 
Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 811 

Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 38 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  
 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
SAIFULLAH YUSUF 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 

 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
DHAHANA PUTRA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN               NOMOR 

 
 


